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BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 231 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Timur; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
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Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang APBD Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Perubahan Penjabaran APBD 

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
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Menetapkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2023 Nomor 2) ; 

22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 150) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 
Nomor 104); 

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 185 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2023 Nomor 185). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

4 . Pembiayaan adalah setiap penenmaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
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5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 
(satu) periode anggaran. 

Pasal 2 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri a tas pendapatan daerah, 
belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a . Pendapatan daerah 

1. Semula Rp. 3.515.293.142.871 ,00 

2. Bertambah Rp. 204.821.268.531,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 3 .720.114.411.402,00 

b. Belanja daerah 

1. Semula 

2. Bertambah 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan 

Defisit setelah perubahan 

Rp. 3 .912.826.536.349,00 

Rp. 78.605.389.535,00 

Rp. 3.991.431.925.884,00 

Rp. 271.317.514.482,00 

c. Pembiayaan daerah 

1. Penerimaan pembiayaan 

a) Semula 

b) Berkurang 

Rp. 400.790.157.561,00 

RP.:_ 126.215.878.996,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

Rp. 274.574.278.565,00 

2 . Pengeluaran pembiayaan 

a) Semula Rp. 3.256. 764.083,00 

b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 

Rp. 3 .256. 764.083,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 

Rp. 271.317.514.482,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0 ,00 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasuruan ini 
terdiri dari: 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 
Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
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3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 
Daftar Nama Calon Penerima, Alam.at dan Besa.ran 
Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD 
Pemberi Hibah; 
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran 
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima 
Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran 
Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang 
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; 
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran 
Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan 
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Pasuruan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Pasuruan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

PEJABAT TANGGAL 

Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintahan 

dan Kesra 

Kepala BPKPD 

Kabag. Hukum 

Sekretaris BPKPD 

Kabid. Anggaran BPKPD 

Diundangkan di Pasuruan pada 
tanggal 25 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH, 

                ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
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Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 25 Oktober 2023 

Pj. BUPATI PASURUAN,

               ttd. 

ANDRIYANTO 

BERiTA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 231 
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